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Thisexploratory researchaims to understand how governance processes in small cities are 
institutionally designed, given their current contextual challenges. It focuses on the case of 
Cirebon City, and its surrounding regions, in Indonesia. The study reveals that, first, small cities 
like Cirebon are confronted with challenges posed by rapid urbanization, deficient natural 
resources and urban services as well as a sudden change to decentralization and regional 
autonomy. Second, the case study shows low financial capacity of the local government and 
ongoing decentralization processes. These factors represent an institutional design with 
constrains on capacities for formal arrangements. At the same time, thirdly, the small city and 
its surrounding regions show promising signs of broader institutional capacity. Unfortunately, 
these capacities are compromised by significant inequality and control of resources by one of 
the actors involved, and they are being challenged by a strong authoritarian political culture 
inherited from previous centralized regime. Therefore, a crucial step is the introduction of 
greater opportunities at the regional level transcending interlocal rivalry. The cityness of 
Indonesian small cities within rapidly urbanizing regions involves “substantially intense and 
dynamic local interrelations of core-periphery that compete for space, resources, identity, 
roles, and influence”. Meanwhile, the smallness of a city implies a distinct situation in which the 
reach of a small city has been weakened by decentralization. The extent to which a small city is 
able to overcome its reduced influence and to continue growing, depends on the institutional 
capacity of all actors in the new networks.In other words, a city’s institutional capacity within a 
decentralizing system will substantially influence its smallness and cityness. 
 
TATA KELOLA KELEMBAGAAN KOTA-KOTA KECIL DALAM ERA DESENTRALISASI INDONESIA: 
Studi Kasus Kota Cirebon dan daerah Sekitarnya. Penelitian eksploratif ini bertujuan untuk 
memahami bagaimana proses tata kelola kelembagaan di kota-kota kecil dirancang, sesuai 
dengan tantangan kontekstual mereka saat ini. Penelitian ini mengambil kasus Kota Cirebon, 
dan daerah sekitarnya, di Indonesia. Penelitian ini mengungkapkan bahwa, pertama, kota kecil 
seperti Cirebon dihadapkan pada tantangan yang ditimbulkan olehtingkat urbanisasi yangtinggi, 
sumber daya alam dan  pelayanan umum yag kurang memadai, serta tantangan dari perubahan 
cepat desentralisasi dan otonomi daerah. Kedua, studi kasus ini menunjukkan kemampuan 
keuangan daerah yang masih rendah dan proses desentralisasi yang masih bersifat 
‘ongoing’hinggasaatini. Faktor-faktor ini merepresentasikan proses rancang institutional formal 
yang terkendala oleh kapasitas. Poin penting selanjutnya adalah, kota kecil dan daerah 
sekitarnya mengindikasikan kapasitas kelembagaan yang potensial untuk konteks kewilayahan. 
Sayangnya,potensi  ini masih terkendala oleh ketidaksetaraan dayatawarantaraktor yang 
terlibat dalam upaya membangun kerjasamakewilayahan, karena kontrol sumber daya ada di 
salah satu aktor.Potensiini jugaterkendalaoleh tantangan lainnya, yaitu budaya politik otoriter 
yang diwarisi dari rezim sebelumnya. Oleh karena itu, langkah penting yang harus diambil  
adalah membuka wawasan dan mengenalkan adanya opportunity/ kesempatan yang lebih 
besar pada skala kewilayahan /regional untuk mengatasi  persaingan antar aktor lokal. 
Lebihlanjut, penelitian ini juga mendefinisikan konsep “cityness” untuk kota kota kecil yang 
terurbanisasi tinggi di Indonesia sebagai sebuah konteks yang melibatkan "keterkaitan antar 
aktor lokal, khususnya daerah pusat-dan pinggiran, yang sangat dinamis dan intensif, yang 
masing-masingnya bersaing dalam pemanfaatan ruang, sumber daya, identitas, peran, dan 
pengaruh". Sementara itu, konsep “smallness” menyiratkan situasi di mana” jangkauan” (dalam 
hal pengaruh dan otoritas terhadap daerah pinggirannya) sebuah kota kecil menjadi lebih 
lemah dalam era desentralisasi. Sejauh mana sebuah kota kecil mampu mengatasi 
berkurangnya jangkauan ini, agar mampu untuk terus berkembang, tergantung pada kapasitas 
kelembagaan semua aktor yang terlibat dalam dalam jaringan kewilayahan yang baru. Dengan 
kata lain, kapasitas kelembagaan kewilayahan dalam sistem desentralisas secara substansial 
akan mempengaruhi smallness dan cityness kota-kota kecil terurbanisasi tinggi. 
 
